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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perrnasalahan lingkungan hidup di daerah. Salah satu upaya
untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan meiakukan penguatan kelembagaan lingkungan hidup di
daerah. UU No. 2211999 Pasal 60 hingga Pasal 68 mengatur tentang organisasi perangkat daerah, yang
kemudian dijabarkan dalam PP No. 8/2003. Untuk melaksanakan PP tersebut, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan SKB
No. O1ISKBIM.PAN1412003 dan No. 1712003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2003 dan PP
No. 9 Tahun 2003. Lampiran SKB tersebut pada |l angka 6.c. butir 6 menyebutkan bahwa fungsi-fungsi
yang selamaini diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah seperti fungsi lingkungan hidup,
pewadahannya dilakukan dalam bentuk Dinas Daerah. Penyesuaian bentuk kelembagaan tersebut dilakukan
selambatlambatnya dua tahun sgjak ditetapkan PP No. 8/2003, yaitu 17 Pebruari 2005. K etentuan tersebut
dipertegas dengan Surat Mendagri No. 660.1/17281Bangda tanggai 20 Oktober 2003.

Bentuk kelembagaan lingkungan hidup di daerah saat ini masih beranekaragam. Ada yang berbentuk
Magian dalam Sekretariat Daerah, ada yang berbentuk Dinas Daerah (baik yang berdiri sendiri maupun yang
bergabung dengan dinas lainnya), dan ada yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah (Badan atau Kantor)).

Tujuan dari penelitian ini adalah (a) mengidentifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kelembagaan lingkungan hidup di daerah; (b) mengidentifikasi bentuk kelembagaan
lingkungan hidup yang dipilih oieh daerah; dan (c) mencari bentuk kelembagaan lingkungan hidup yang
ideal di daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus yang bersifat multikasus dan eksploratoris.
Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2004 -- Januari 2005 di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang,
dan Kota Depok, dengan alasan (a) menghemat waktu, biaya, dan tenaga; (b) ketiga daerah tersebut
memenuhi Kriteria untuk penelitian multikasus pada kasus penerapan PP No. 8/2003; (e.) ketiga lembaga di
ketiga daerah penelitian mcrupakan pel aksana kewenangan lingkungan hidup di daerah.

Data dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi, observasi langsung, dan wawancara mendalam
kepada 30 orang pejabat yang menangani lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang
dipilih secara purposive. Data dianalisis dalam tiga tahap. Panama, analisis terhadap peraturan
perundangundangan yang berkaitan dengan kelembagaan lingkungan hidup di daerah dan bagaimana

pel aksanaannya secara naratif. Kedua, dilakukan analisis terhadap bentuk kelembagaan lingkungan hidup
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yang dipilih daerah setelah diberlakukannya PP No. 8/2003 secara naratif. Ketiga, dilakukan analisis
kelembagaan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mencari solusi yang tepat
bentuk kelembagaan lingkungan hidup di daerah.

Berdasarkan basil penelitian, ada beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan
kelembagaan lingkungan hidup di daerah, yaitu Pasal 60 - Pasal 68 UU No. 22/1999, PP No. 812003, SKB
Meneg PAN dan Mendagri No. 011SKBIM.PAN1412003 dan No. 1712003. Kemudian Mendagri
mengeluarkan surat No. 660.1117281Bangda Tanggal 20 Oktober 2003 yang menghimbau daerah untuk
mewadahi kelembagaan lingkungan hidup di daerah dalam bentuk Dinas Daerah, dan penyesuaiannya paling
lambat 17 Februari 2005. Namun disisi lain, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menlh) mengeluarkan
surat No. B.24661MENL H10412003 tentang penataan kel embagaan lingkungan hidup daerah, yang
menghimbau daerah agar (1) kelembagaan lingkungan hidup di daerah berbentuk Dinas ataupun Badan; (2)
adadi setiap Provinsi dan KabupatenlK ota; (3) berdiri sendiri; dan (4) penyesuaiannyatidak dilakukan
secara terburu-buru.

Berkaitan dengan pembentukan kelembagaan lingkungan hidup di daerah, hanya Kota Depok yang telah
melaksanakan PP No. 8/2003, dengan mengabaikan scoring. Bagian Lingkungan Hidup di Setda Kota
Depok berubah menjadi Dinas Dagerah, dengan nomenklatur Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
Sementara itu, kelembagaan lingkungan hidup di Provinsi DK Jakarta dan Kota Tangerang tidak berubah.
Kelembagaan lingkungan hidup di DKI Jakarta tetap berbentuk LTD ( nhomenklatur BPLHD), dan di Kota
Tangerang tetap berbentuk Dinas Daerah (nomenklatur DLH).

Setiap bentuk kelembagaan lingkungan hidup yang ada mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun
dengan menggunakan AHP dan mengacu pada PP No. 812003, didapat bentuk kelembagaan lingkungan
hidup di daerah yang ideal, yaitu Dinas Daerah.

Kesimpulan: (1) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan lingkungan
hidup di daerah adalah Pasal 60 - Pasal 68 UU No. 2211999, PP No. 8/2003, dan SKB Meneg PAN dan
Mendagri No. OlISKBIM.PAN1412003 dan No. 1712003. Dad SKB Meneg PAN dan Mendagri keluar dua
ketentuan yang berbeda tentang kelembagaan lingkungan hidup di daerah. Mendagri mengeluarkan surat
No. 660.1117281Bangdatanggal 20 Oktober 2003, dan Menlh mengeluarkan surat No. B.24661MENLI-
110412003. Kedua surat tersebut berisi ketentuan tentang kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang
berbeda. (2) Kelembagaan lingkungan hidup DK 1 Jakarta tetap berbentuk Badan, Kota Tangerang
berbentuk Dinas, dan Kota Depok berbentuk Dinas. (3) Kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang ideal
adalah Dinas Daerah.

Penulis menyarankan: (1) Perlu koordinasi antar instasi terkait dengan lingkungan hidup dalam

mengel uarkan kebijakan public, agar tidak terjadi permasalahan dalam pel aksanaan kebijakan tersebut; (2)
Kelembagaan lingkungan hidup di daerah seyogyanya berbentuk dinas daerah, disertai dengan kesiapan
personalia, prasarana dan sarana, scrta pendanaan (3P) yang memadai; (3) Perlu dilakukan penelitian
lanjutan mengenai efektifitas dan efisiens masingmasing bentuk kelembagaan lingkungan hidup di daerah
baik dari segi struktur organisasi, professionalisme Sumber Day Manusia (SDM) aparatur, dan pendanaan.



<hr><i>The environmental problem at the district was form the background of this research. One of the
efforts to solve this problem is through institution policy. Article 60 to article 68 Act No. 2211999 regul ated
the organization of district equipment, which it has been spelled out by Government Regulation No. 812003.
To bring out this government regulation, State Minister for Control of Machinery of State and Minister for
Internal Affairs published letter of agreement No. 011SKBIM.PAN1412003 and No. 1712003 about
instruction of implementation of Government Regulation No. 812003 and No 912003. Appendix Il number
6.c. point 6 thisletter declared that the provision of environmental function at the district isin form of
Government Implementing Agency. The limit to adapt such environmental institution at the district iswithin
two years after the determined of Government Regulation No. 812003, February 17th 2005. This stipulation
isclarified by letter of Minister for Internal Affairs No. 660.1117281Bangda, October 20th 2003.

There are many types of environmental institution at the district, as Support Division, Government
Implementing Agency (either independent Environmental Government Implementing Agency or merge with
other Government Implementing Agency), and Certain Implementing Task Agency (Agency or Office).

The objectives aims of thisresearch are: (1) to identify and record the regulation of environmental
ingtitution at the district; (2) to identify the type of environmental institution at the chosen by district, and (3)
to seek ideal type of environmental institution at the district.

As qualitative research, this research was a case study with multi cases and explorative. The research was
done on December 2004 - January 2005 in nature Jakarta, the Capital City, Tangerang City, and Depok City.
Reasoning of chosen the three location are (a) to be thrifty with time, cost, and energy; (b) the three
locations represent three types of organization at the district based on Government Regulation No. 812003;
(c) the three institutions in the three locations are implementer of environmental authority at the district.

Datawere collected by documentation study, observation, and in-depth interview methods. Thirty (30)
officials who handled environmental problem at the center or district government were respondents
research. There were three stages analysis. First, regulation of environmental institution at the district and
how it is being implemented which was analyzed descriptively. Second, to analysis the type environmental
institution chosen by the district after the declaration of Governmental Regulation No. 812003. Third, to
find ideal environmental institution at the district using Analytical Hierarchy Process (AHP).

The result of research saws that regulation which based on environmental institution at the district was
article 60 to 68 of Act No. 22/1999, Governmental Regulation No. 812003, and letter of agreement State
Minister for Control of Machinery of State and Minister for Internal Affairs No. 0i/SKBIM.PAN1412003
and No. 17/2003. Then Minister for Internal Affairs published letter No. 660.1117281Bangda, at October
20th 2003, which suggest the environmental institution at the district to change into Governmental
Implementing Agency, and the limit to adapt such environmental institution at the district is within February
|7~ 2005. On the other side, State Minister of Environmental Affairstook letter outside No.

B.2466fM ENLH104/2003 about structuring the environmental institution on the district level. Thisletter
suggest (1) the environmental institution has the form of a Government Implementing Agency or Agency
(Certain Implementing Task Agency); (2) it isin each province or district; (3) independent; and (4)



unhurried to adapt.I mplementation of Government Regulation No. 812003 on environmental institution only
happened in Depok City, athough it is within scoring. Environmental section on Support Division of Depok
City became Sanitation and Environmental Government Implementing Agency. Therefore, the
environmental institution in Jakarta and Tangerang were the same as before. In Jakarta, it was
Environmental Management Agency of Province Jakarta. In Tangerang, it was Environmental Government
Implementing Agency of Tangerang City.Each types of environmental institution had positive and negative
sides, but Government |mplementing Agency was the best institutions to handle environment problem at the
district.

Conclusion: (1) the regulation which based on environmental institution at the district was article 60 to 638
Act No. 2211999, Government Regulation No. 812003, and letter of agreement between State Minister for
Internal Affairs No. 011SKNIM.PAN1412003 and No. 17/2003. Based on letter of agreement of two
ministers, Minister for Internal Affairs publish letter No. 660.111728Bangda at October 20th 2003, and
State Minister of Environmental Affairs published letter No. B.24661 MENL H/04/2003. Those two letters
content with different policy about environmental institution at the district. (2) The Environmental
Institution in Jakarta still Agency, in Tangerang City is Government Implementing Agency, and in Depok
City is Government Implementing Agency too. (3) The best environmental institution at the district is
Government |mplementing Agency.

Therefore, the writer suggest: (1) the need coordination between institutions of state during policy making,
on order not to confuse the implementation; (2) it is best to change the environmental institution at the
district become Government Implementing Agency, with human resources, infrastructure, and financing
preparation to support it; (3) the need for more research about effectiveness and efficiency of each types of
environmental institution at the district from structuring of organization, professionalism of apparatus, and
financing sides.</i>



